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ABSTRAK

Eka Wijaya Silalahi )
Liza Erwina ™)

Mahmud Mulyadi **)

Hukum Positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin
diluar pernikahan sebagai zina (Overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya
meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada
dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-
nilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilai-
nilai sosial yang berdasarkan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada
umumnya menganggap semua perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah
zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional
Indonesia) selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab
hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang
dilakukan oleh warga sipil. Perihal perkara mengenai tindak pidana perzinahan
yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan kasasi diancam dengan hukuman
pidana dibawah satu tahun, berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No.5
Tahun 2004 maka Mahkamah Agung wajib menolak pemeriksaan kasasi terhadap
perkara tersebut.

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juncto Undang-
Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan bahwa tindak
pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun tidak dapat
dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324
K/MIL/2014 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mengingat ancaman
hukuman pada putusan pengadillan Judex Facti tidak memenuhi pasal 45A ayat
(2) UU No.5 Tahun 2004. Sementara pada putusan Mahkamah Agung No.177
K/MIL/2013 , Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi walaupun
ancaman hukuman oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 45A ayat (2)
UU No.5 Tahun 2004 untuk dilakukan pemeriksaan kasasi. Hal ini merupakan
penerobosan hukum (Undang-Undang) oleh Mahkamah Agung.

* Mahasiswa Program Studi llmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara

** Dosen Program Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara



A. PENDAHULUAN

Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan
pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari
eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Untuk menjamin
kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan
bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya. Angkatan
bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah
militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani “Milies” yang berarti
seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran

atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.*

Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap
segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya
dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik.
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUH Pidana seperti pencurian,
penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti
perzinahan membuat seorang prajurit TNI dapat dimintai pertanggungjawaban
atas perbuatan pidana itu. Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit
TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma
dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.?

Sesuai dengan asas equality before the law, siapapun orang yang
melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut
pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal
perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum
digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai
landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan

melanggar kesusilaan seperti zina merupakan delik aduan absolut, dimana hanya

! Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung: Mandar
Maju,2006) hal.13

2 http://www. Rechtsvinding.bphn.go.id , Eka Martiana Wulansari,Hukum Disiplin
Prajurit Militer Pasca Reformasi, Media Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tanggal.



dapat dilakukan penuntutan jika pihak suami atau istri yang merasa dirugikan
mengadukan perbuatan zina tersebut untuk diadili. Dalam KUHP sendiri, pasal
284 ayat (2) mengharuskan adanya pengaduan suami/istri yang merasa dirugikan

atas perbuatan zina itu.

Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan mengenai
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berdampak
pada pengalihan lembaga administrasi dan finansial badan peradilan berada
dibawah Mahkamah Agung. Sementara Badan Peradilan Militer sendiri berada
dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada
tingkat kasasi. Untuk tingkat pertama dan banding peradilan militer berwenang
dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan menggabungkan
perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas
permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak
pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara

tersebut dalam satu putusan.’

Dalam putusan Mahkamah Agung No0.177/K/MIL/2013, terdakwa
Muhammad Abdullah Mufid adalah seorang prajurit TNI berpangkat Serda yang
bertugas di Asmil Kodim 1570/Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan menjatuhkan pidana
pokok 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.
Sebelumnya putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Surabaya Nomor : 44-
K/PMT.111/BDG/AD/V/2013 telah memperbaiki putusan Pengadilan Militer 111-
18 Ambon menjadi Pidana 6 bulan penjara bagi terdakwa. Sementara putusan
Mahkamah Agung No. 324/K/MIL/2014 menolak permohonan kasasi oleh
terdakwa prajurit TNI berpangkat Serda bernama Irfan. Sebelumnya, terdakwa
Serda Irfan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer oleh

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dengan dakwaan ‘turut serta melakukan

¥ Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997, pasal 9 ayat (3)



zina’ dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 85-
K/BDG/PMT-1I/AD/VI111/2014 Tanggal 17 September 2014 .

Dalam kedua putusan diatas terdapat hasil yang berbeda dengan perkara
yang hampir sama, yakni pelanggaran terhadap kesusilaan yang dikatakan sebagai
perbuatan zina, yang dilakukan oleh anggota TNI dilingkungan kesatuan TNI
Angkatan Darat. Dalam putusan Mahkamah Agung No0.324/K/MIL/2014 alasan
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa yakni berdasarkan
ketentuan pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juncto
Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tindak pidana yang
diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat dimohonkan untuk
pemeriksaan kasasi. Beranjak dari ketentuan pasal 45 A diatas, perkara M.
Abdullah Mufid yang juga diancam dengan pidana penjara 9 bulan (dibawah 1
tahun) seharusnya tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi ke
Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung telah mengemukakan secara jujur perihal
problem dari Mahkamah Agung bahwa : “Mahkamah Agung kerap mendapat
sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas,
kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim agung dipertanyakan.... Proses
berperkara di Mahkamah Agung yang memakan waktu lama dikritik karena
mengakibatkan keadilan dari pencari keadilan menjadi tertunda... Pengawasan

fungsi-fungsi lain, seperti pengawasan dan pembinaan, tidak luput dari kritik.*

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman tentu tidak sepenuhnya memutus setiap perkara hingga rasa
keadilan semua pihak telah tercapai. Hal ini dibuktikan dari kenyataan bahwa
tidak sedikit perkara yang sudah diadili oleh Mahkamah Agung diajukan
Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum terakhir. Beberapa putusan
Mahkamah Agung seperti putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan
putusan Mahkamah Agung No0.324/K/MIL/2014 memang tidak diajukan upaya
Peninjauan Kembali, namun ada beberapa hal dalam isi putusan Mahkamah

Agung yang menurut penulis perlu untuk dikaji.

* Bagir Manan, Kata Pengantar pada Cetak Biru Pembaruan MARI, 2003. hal 2.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan

rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

2. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang
dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung
No0.177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014 ?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner
dikarenakan penelitian hanya terpaku pada sumber-sumber tertulis seperti

Undang-Undang, buku-buku, maupun jurnal.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena penelitian
untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk
dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif.
Menurut Whitney, metode deskriptif  adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat.” Deskriptif disini ditujukan untuk menggambarkan
dan menganalisa secara sistematis gejala-gejala hukum terkait dengan

perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan anggota TNI.

® Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian, (Jakarta : PT.Rieneka Citra, 1999),
hal.21



2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan

dan berdasarkan pada data sekunder, maka sumber bahan hukum yang

digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat® dan

bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas.” Bahan hukum primer

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan

penelitian, antara lain :

a.
b.
C.

= @

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Straafrecht)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU
No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013

Putusan Mahkamah Agung No.324/K/MIL/2013

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-

buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

(de herseendeleer),® semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, dan

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hal.13

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta :
2013) hal.141. Dalam buku tersebut dikatakannya pula bahwa bahan hukum primer yang utama
bagi penganut civil law system adalah perundang-undangan, disamping putusan pengadilan. Hal ini
karena putusan pengadilan dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bentuk konkretiasasi dari
perundang-undangan.Putusan Pengadilan inilah yang sebenarnya merupakan law in action.

& Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia
Publishing, 2005), hal.241-242.



jurnal-jurnal,® makalah, majalah dan lain-lain.Bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan
pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.'® Dengan kata lain bahan hukum tertier merupakan bahan
hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Inggris
b. Wikipedia Bahasa Indonesia
c. Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

perzinahan.

3. PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini
adalah studi pustaka (Literatur study) dan studi dokumen. Studi pustaka yang
dimaksud yakni mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap
berbagai sumber bacaan, buku-buku, ataupun dokumen seperti putusan
Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan yang
dilakukan oleh oknum TNI.

4. ANALISIS DATA

Dalam hal ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara
kualitatif. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan disajikan dan
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penyajian data secara deskriptif
bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis permasalahan
yang dibahas dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat diambil

kesimpulannya.

® Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hal.155
19 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op. Cit. Hal.33



Analisis data secara kualitatif diharapkan akan lebih memudahkan
penulis menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian
menarik kesimpulan. Analisis data oleh penulis dalam hal ini merupakan
analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh
anggota TNI dalam studi putusan Mahkamah Agung.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perbuatan Zina Sebagai Tindak Pidana Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina
(overspel) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan
terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua
bab, yaitu Bab XIV Buku Il yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya
yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-
296) dan Bab VI Buku 111 yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan
atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535)."* KUHP
yang sejatinya adalah produk hukum peninggalan zaman kolonial merupakan
buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata overspel itu sendiri
diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi
dengan pendapat Noyon-Langemayer yang mengatakan bahwa perzinahan
hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja yakni, overspel menurut
Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa overspel kan aller door een
gehuwde gepleegd woorden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is
volgent de wet medepleger, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan
oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut
serta (medepleger).*2

Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina

(overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :

1 Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana
Indonesia, tanpa tahun,Yogyakarta.
12 Topo Santosa, loc.cit



a. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah
menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah
menikah.

b. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah
menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal
pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap
sebagai peserta pelaku (medepleger).

c. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang
dengan seorang wanita yang sudah menikah.

Adapun hal-hal yang dapat yang menjadi pengecualian dalam pasal
284 yakni :

a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang tidak terikat dalam
perkawinan. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-
keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan
sebagai overspel, hal mana berbeda dengan pengertian berzina
yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum
menikah juga termasuk di dalamnya.

b. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang
bersangkutan. Secara a contrario dapat dikatakan kalau
persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan

maka itu bukan termasuk overspel.*®

13 sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal. 60-61



2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh
Anggota TNI Dalam Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013
dan No.234/K/MIL/2014

1) Perbuatan zina dalam Putusan MA No.177/K/MIL/2013

Perbuatan ~ zina  dalam  putusan =~ Mahkamah  Agung
No0.177/K/MIL/2013 merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh
seorang pria dengan seorang wanita, dimana keduanya telah terikat
dalam suatu hubungan perkawinan dengan pasangan masing-masing.
Dalam hal ini, perbuatan para pihak (Terdakwa dan Saksi 4) telah
memenuhi unsur-unsur pada pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a, yakni
“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”. Abdullah Mufid,
anggota TNI dari kesatuan Angkatan Darat selaku medepleger dalam
perbuatan zina ini, mengetahui bahwa Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati
selaku pasangan zinanya telah menikah dan merupakan istri dari

atasannya sendiri.

Dalam  putusan Mahkamah  Agung No0.177/K/MIL/2013
menetapkan Abdulllah Mufid, Serda NRP. 21090108640988 telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan™ dan diancam karena
melanggar ketentuan dalam pasal 281 ayat (1).Dalam amar putusannya,
Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum yakni berpelukan dan
berciuman dengan Saksi 4 Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati di lapangan
volly Kodim 1507/Saumlaki yang dilihat orang lain yaitu Saksi 2
Hendrik Urel, selain itu penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan
terdakwa dari dinas militer adalah karena telah berkali-kali melakukan
persetubuhan dengan Saksi 4 Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati yang
dilakukan di rumah dinas Saksi 4 ketika suaminya (Saksi 1 Serka Catur
Joko Santoso) sedang melaksanakan tugas pendidikan Susbater di

Rindam XVI/Pattimura Ambon. Secara substansial, perbuatan zina yang



dilakukan oleh Serda Abdullah Mufid dan Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati
sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar ketentuan pasal

284 ayat (1) angka 2 huruf a yakni :

1.Seorang pria (sudah menikah ataupun masih lajang) melakukan
perbuatan zina dengan;

2. Seorang wanita yang sudah terikat perkawinan dengan pria lain;

3. Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dapat dibuktikan.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbarengan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, karena
dipidananya terdakwa bukan berdasarkan perbuatan zina (overspel),
melainkan karena perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan. Dalam hal ini, terdakwa melakukan dua perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni perbuatan zina (
persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP) dan
perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan (berpelukan
dan berciuman dimuka umum). Mengingat ketentuan dalam Pasal 65
KUHP, dimana dalam perbuatan perbarengan tindak pidana hanya
dijatuhkan satu pidana dan pidana yang dijatuhkan itu adalah pidana
dengan ancaman hukuman terberat, yakni atas perbuatan dengan sengaja
dan terbuka melanggar kesusilaan. Penuntut umum yakni Oditurat Militer
[11-18 Ambon tidak mencantumkan perbuatan zina yang telah memenuhi
unsur tindak pidana pada pasal 284 ayat (1) ke-2a dalam dakwaan.
Meskipun penuntut umum tidak mencantumkan pasal 284 dalam
dakwaan, Majelis Agung berpendapat bahwa dapat dibuktikannya
perbuatan zina seperti yang terungkap dalam fakta dipersidangan sudah
cukup menjadi pertimbangan untuk memberatkan hukuman terdakwa,
yakni dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari
Dinas Militer Cq. TNI-AD sebagaimana tercantum dalam pertimbangan
hakim berikut :

“Demikian pula dengan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa

yang dijatuhkan Pengadilan Militer 111-18 Ambon harus dikuatkan,



karena perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan berkali-kali dengan
istri atasannya tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dan
tidak layak dilakukan karena dapat merusak citra Kesatuan di mata
masyarakat dan merusak kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan”

Dalam putusan MA No.177/K/MIL/2013 ini, Mahkamah Agung
tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok penjara selama 6
(enam) bulan dan penghapusan pidana tambahan dipecat dari dinas
militer oleh Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi 111
Surabaya. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer
Tinggi Il Surabaya dan mengadili sendiri perkara yakni dengan
menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara dan tambahan berupa pemecatan
dari dinas militer karena memenuhi unsur dalam pasal 284 KUHP yakni
telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina yang dalam
pertimbangan putusan Mahkamah Agung disebut telah berkali-kali
dilakukan oleh terdakwa dengan Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati yang
merupakan istri dari atasan terdakwa, perbuatan tersebut dianggap sangat

tidak pantas dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.**

Menurut hemat penulis, Mahkamah Agung melakukan
penerobosan hukum terhadap pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-
Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung untuk
melaksanakan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini Mahkamah
Agung setelah membaca putusan Judex Facti, berpendapat bahwa alasan
Oditur Militer selaku Penuntut Umum melakukan permohonan kasasi
telah memenuhi unsur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang oleh Lilik
Mulyadi dalam literaturnya, disebut “Apakah benar suatu peraturan
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”
dapat dibuktikan. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan
memeriksa kembali putusan Judex Facti dengan pertimbangan bahwa
putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yakni dengan

mengabaikan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa. Dalam

4 putusan.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Putusan No.177/K/MIL/2013, pertimbangan hakim.



literatur, keadaan atau alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan
hukuman terdakwa wajib dicantumkan dalam putusan, yang bila tidak
dilaksanakan maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Menurut analisa penulis, Mahkamah Agung mencoba menghindari
batalnya putusan demi hukum karena sebab tidak dicantumkannya
keadaan atau alasan yang memberatkan dalam putusan, sehingga
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan
mengadili sendiri perkara.

2) Perbuatan zina dalam Putusan MA No.324/K/MIL/2014

Perbuatan ~ zina  dalam  putusan =~ Mahkamah  Agung
N0.324/K/MIL/2014 yakni persetubuhan yang dilakukan oleh seorang
pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang sudah menikah,
atau dapat dikatakan keduanya telah terikat dalam suatu hubungan
perkawinan dengan pasangannya masing-masing. Dalam hal ini, para
pihak (Terdakwa dan Saksi-4) telah memenuhi seluruh unsur dalam

pasal 284 ayat (1) yaitu :

1. Seorang pria yang sudah menikah

2. Seorang wanita yang sudah menikah

3. Melakukan perbuatan zina, yakni persetubuhan sebagaimana dimaksud
dalam KUHP.

4. Kedua belah pihak mengetahui bahwa masing-masing telah menikah.

Dalam putusan MA No0.324/K/MIL/2014 perbuatan zina yang
dimaksudkan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh anggota TNI dari
kesatuan Angkatan Darat bernama Irfan (terdakwa), Serda NRP.
31960424300177 dengan Sdri. Darsih (Saksi 4). Dalam putusan
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, terdakwa dipidana dengan pidana
pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan dipecat dari dinas militer sebagai

bentuk dari pidana tambahan.



Dalam perkara ini, terdakwa berstatus sudah menikah dengan Saksi
3 (Sdri. Ida Indriastuti), sementara Saksi-4 juga berstatus sebagai istri dari
Saksi 2 (Sdra. Wazin, Kopda TNI), dipidana karena terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta
melakukan zina”. Perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi-
4 dalam fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Agung berdasarkan
putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dapat dibuktikan unsur
kesengajaannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Lamintang dalam
literaturnya “Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud
dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu opzettleijk delict atau
merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.” Adapun
kesengajaan (Opzet) itu dalam Memorie van Toelchting (MvT) disebut
sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetten)™. Adapun unsur
kesengajaan itu dapat dilihat dari fakta hukum dipersidangan yang
menyatakan pelaku turut serta maupun yang turut bersalah saling
mengetahui bahwa mereka telah terikat dalam suatu hubungan
perkawinan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan sebagaimana fakta

hukum berikut :

“Bahwa pada awal bulan November 2012 saat Saksi-2 sedang
melaksanakan gladi lapang di Kalimantan Timur, Terdakwa
mengirimkan SMS kepada Saksi-4 dengan kata-kata, "Bulik,
kenapa saya tidak dapat istri seperti Bulik, saya suka sama Bulik
yang nurut sama suaminya" dan dibalas Saksi-4 "Ya, Om, saya
juga suka sama Om, tetapi kitakan sudah berkeluarga sendiri-
sendiri, sampean (kamu) juga sudah punya anak 2, saya juga sudah

punya suami, mendingan sampean cari cewek kuliahan" ;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan
dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Dalam dakwaan penuntut

umum, dicantumkan dakwaan alternatif, yakni pasal 281 angka 1 KUHP

15 |Lamintang, Delik-delik Khusus,.. hal.92



yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”. Perbuatan pidana berdasarkan pasal 281 angka 1 dalam
perkara ini juga dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam dakwaan
alternatif sebagai berikut:

“Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan
badan tersebut di kamar rumah Saksi-4 dalam keadaan kamar
tertutup tapi tidak terkunci dan apabila sewaktu-waktu ada
seseorang yang masuk kamar tersebut maka orang tersebut akan
melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 “

Yahya Harahap dalam literaturnya menyebutkan bahwa dakwaan
alternatif dibuat dalam hal penuntut umum ragu —ragu menerapkan pasal
manakah yang paling tepat, sehingga dapat dibuktikan di persidangan
nanti.’® Dalam dakwaan alternatif ini, masing- masing dakwaan akan
saling mengecualikan satu sama lain. Dengan demikian, Hakim akan
memilih salah satu perbuatan yang didakwakan terbukti menurut
keyakinannya tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.’
Sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan
tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya.'® Dalam
hal ini Yahya Harahap menegaskan bahwa tujuan penuntut umum
membuat dakwaan alternatif agar peluang terdakwa untuk lolos dari jerat
hukum semakin kecil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penuntut umum
dalam dakwaannya dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan

lebih dari satu perbuatan pidana.

Menurut analisa penulis, Majelis Agung memilih dakwaan primer
yang oleh Penuntut umum dalam putusan ini dijadikan sebagai dasar
hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini dapat
diterima, mengingat hanya dakwaan primer yang dapat dibuktikan. Dalam

dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum hanya akan terbukti bila ada

Armico,

® R. Achamad S. Soema di Pradja, Hukum Pidana dalam yurisprudensi, ( Bandung : CV.
1990),hal. 53.

7 Ibid.

'8 Yahya Harahap, Op.cit., hal.400



orang lain yang melihat persetubuhan terdakwa dengan yang turut bersalah
(Saksi-4). Dakwaan ini  belum terbukti sepenuhnya, mengingat
persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 dalam perkara
tidak disaksikan oleh orang lain.

. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1) Konsep perbuatan zina sebagai delik atau tindak pidana menurut nilai
moral bangsa Indonesia berbeda dengan konsep perbuatan zina sebagai
delik menurut KUHP. Perbuatan zina menurut nilai sosial bangsa
Indonesia ialah semua perbuatan yang dinilai menciderai nilai
kesusilaan seperti disebutkan dalam istilah gendak atau mukah,
kumpul kebo, hingga perbuatan asusila lainnya seperti berciuman dan
berpelukan mesra yang dilakukan ditempat umum atau disaksikan oleh
orang lain. Dalam konsep menurut KUHP, yang dimaksud dengan zina
terbatas pada perbuatan zina sebagai persetubuhan mengingat yang
dimaksud dengan zina didalam KUHP itu sendiri adalah Overspel atau
gendak yang terpaku pada adanya “hubungan persetubuhan” dimana
perbuatan itu dapat dibuktikan. Pengertian zina dalam pandangan
masyarakat di Indonesia lebih kepada hubungan antara laki-laki dan
perempuan baik itu persetubuhan maupun perbuatan lain yang dinilai
bertentangan dengan norma sosial karena tidak didasari oleh suatu
hubungan pernikahan. Dalam hal ini perbuatan zina yang dimaksud
ialah perbuatan persetubuhan dan asusila lainnya yang dilakukan oleh
mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
Sementara pengertian zina dalam KUHP terbatas pada mereka yang
melakukan persetubuhan adalah orang yang sudah terikat perkawinan.
Dalam hal ini, KUHP hanya memidana orang yang telah merendahkan

hubungan perkawinan. Dalam kasus seperti pada putusan MA



2)

N0.177/K/MIL/2013, perbuatan berciuman dan berpelukan ditempat
terbuka (lapangan vollly) termasuk dalam perbuatan dengan sengaja
dan terbuka melanggar kesusilaan dimana ancaman hukuman
maksimalnya adalah dua tahun delapan bulan. Hal ini tentu tidak
sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan bagi mereka yang terbukti
melanggar ketentuan pada pasal 284 KUHP. Padahal dalam penilaian
moral bangsa Indonesia saat ini, jelas bahwa perbuatan zina
(bersetubuh) lebih tercela sifatnya dibandingkan dengan berciuman
dan berpelukan ditempat umum.

Mahkamah Agung melakukan penerobosan terhadap pasal 45A ayat
(2) huruf b UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung untuk
melaksanakan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

. SARAN

Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, selanjutnya akan disarankan

hal-hal berikut sebagai pemecahan masalah :

1)

2)

Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis
KUHP merupakan produk hukum zaman kolonial yang sifatnya sudah
tentu tertinggal dari perkembangan budaya dan peradaban bangsa
Indonesia. Pembaharuan terhadap KUHP, khususnya pada Bab XIV
tentang kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi
perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan juga
sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana
hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan
adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia karena
berasal dari nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat kedalam
bentuk suatu peraturan atau kodifikasi hukum.

Perlu diatur dalam suatu PerUndang-Undangan mengenai wewenang
Mahkamah Agung dalam melakukan penerobosan terhadap pasal
ataupun suatu Peraturan PerUndang-Undangan yang dirasa akan
mengurangi wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang

memiliki sifat independen. Peraturan dalam hal membatasi pengajuan



3)

permohonan kasasi sudah seharusnya diperbaharui mengingat
banyaknya putusan banding yang diajukan permohonan kasasinya ke
Mahkamah Agung.

Dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
militer oleh hakim pengadilan militer, perlu didasari oleh suatu alasan
yang kuat dan alasan tersebut merupakan alasan yang
mempertimbangkan aspek diluar ilmu pengetahuan hukum atau yang
melibatkan cabang ilmu lain, seperti psikologi dan sosiologi terdakwa
setelah dijatuhi hukuman. Putusan yang dengan pertimbangan hukum
dan pertimbangan sosial yang tepat tentu akan melahirkan rasa
keadilan bagi semua pihak.
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